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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Perkawinan adalah suatu peralihan atau life cycle dari tingkat hidup 

remaja ke tingkat hidup berkeluarga dari semua manusia di dunia. 1 

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.2 

Keluarga adalah unit sosial yang paling mendasar dalam masyarakat, 

yang memainkan peran penting dalam membentuk perkembangan sosial 

dan pribadi setiap anggotanya.3 Sebuah keluarga membutuhkan strukturnya 

sendiri dan bergantung pada kepala keluarga sebagai figur penting yang 

memandu keluarga, bersama dengan anggota keluarga lainnya. Sebuah unit 

keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak ditandai dengan ikatan 

yang kuat dan harmonis. Hubungan yang harmonis didefinisikan sebagai 

keadaan yang harmonis dalam interaksi timbal balik di antara semua 

anggota keluarga. Sebuah keluarga dikatakan harmonis apabila seluruh 

 
1  Lindha Pradhipti Oktarina, Mahendra Wijaya, Argyo Demartoto. “PEMAKNAAN 

PERKAWINAN: Studi Kasus Pada Perempuan lajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto 

Kabupaten Wonogiri”, Jurnal Analisa Sosiologi. Vol. 4, No. 1 (2015), hlm. 77.  
2 Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan 

Hukum Adat”  Yudisia. Vol. 7, No. 2 (2016), hlm. 413. 
3 Arianus Herafa, “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga”, Jurnal Panah Keadilan, Vol. 1, No. 1 (2021), hlm. 18. 
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anggota mengalami kebahagiaan yang ditandai dengan tidak adanya 

konflik, ketegangan, kekecewaan, dan kepuasan terhadap kesejahteraan 

fisik, mental, emosional, dan sosial setiap anggota keluarga. Sebuah 

keluarga dianggap tidak harmonis ketika situasi sebaliknya muncul.4 

Hubungan yang tidak harmonis dalam upaya membangun rumah tangga 

sering kali mengakibatkan perceraian dan kasus kekerasan yang dapat 

dikenai tuntutan pidana. Sering kali, laporan mengenai insiden kekerasan 

dalam rumah tangga menjadi perhatian kami. Masalah kekerasan dalam 

rumah tangga secara konsisten menjadi topik yang signifikan di media 

nasional.5 Setiap jenis kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, 

merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan kriminal yang 

merendahkan martabat manusia dan melanggengkan ketidaksetaraan. 

Sangatlah penting untuk menghapuskan jenis kekerasan tersebut.6 

Tabel 1. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah personal/KDRT 

tahun 2021 

 

Jenis KDRT/ Relasi Personal 

Jumlah kasus KDRT/Relasi 

Personal 

Kekerasan Terhadap Istri 3.221 (50%) 

Kekerasan Dalam Pacaran 1.309 (20%) 

Kekerasan Terhadap Anak Perempuan 954 (15%) 

 
4  Kusbianto, Azmiati Zuliah, Mhd Asri Pulungan. “Perlindungan Dan Aturan Hukum 

Keluarga Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Perkawinan”, Jurnal Ilmiah Advokasi. Vol. 07, 

No. 01 (2019), hlm. 1. 
5 Badriyah Khaleeed, 2015, Penyelesaian hukum KDRT Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 1. 
6  Dadang Iskandar. “Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga”, Yustisi. Vol. 3, No. 2 (2016), hlm. 13. 
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Kekerasan Mantan Pacar 401 (6%) 

Kekerasan Mantan Suami 127 (2%) 

Kekerasan Lainnya di Ranah Personal 457 (7%) 

Sumber : Catatan Tahunan Komnas Perempuan 20217 

 

Data diatas merupakan sebuah fakta bahwa banyaknya jenis 

KDRT/Relasi Personal yang terjadi pada perempuan dan kekerasan 

terhadap istri menjadi kasus yang paling banyak terjadi pada ranah KDRT. 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia atau KUHP sendiri belum 

mengatur secara eksplisit mengenai definisi dari kekerasan dalam rumah 

tangga.8 Namun terdapat pula pengaturan Pasal dalam KUHP dipandang 

menjadi representasi payung hukum secara umum mengenai 

kekerasan/penelantaran dalam rumah tangga pada Pasal 304 KUHP, yaitu:9 

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam 

kesengsaraan, sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau 

pemeliharaan pada orang itu karena hukum yang berlaku atasnya atau 

karena menurut perjanjian, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun 

delapan bulan, atau denda sebanyak- banyaknya Rp 4.500.000.00 (empat 

juta lima ratus ribu rupiah).” 

 

 
7  CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci, diakses dari 

https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-

dan-poin-kunci-5-maret-2021 . Pada tanggal 5 September 2023 pukul 13.11 WIB. 
8 Ulfiana Khaira, Ferdy Saputra, T.Saifullah. “Penelantaran Rumah Tangga Oleh Suami 

Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum. Vol. 

5, No. 1 (2022), hlm. 60-61. 
9  Hesky J. Runtuwene “Tindak Pidana Menempatkan/Membiarkan Seorang Dalam 

Keadaan Sengsara (Pasal 304 KUHPidana) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”, Lex Crimen. 

Vol. 5, No. 2 (2016), hlm. 159. 

https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021
https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021
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Didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

dijelaskan bahwa “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan 

terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya 

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau 

penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, 

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam 

lingkup rumah tangga.”10 

Penelantaran rumah tangga adalah salah satu jenis kekerasan dalam 

rumah tangga yang disebutkan dalam UU No. 23/2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penelantaran dalam rumah tangga 

mengacu pada kegagalan yang disengaja untuk memenuhi kewajiban 

seseorang untuk memberikan nafkah, perawatan, dan dukungan yang 

diperlukan kepada orang lain yang berada di bawah tanggung jawabnya. 

Tindakan lain mengacu pada perilaku yang menciptakan ketergantungan 

ekonomi dengan membatasi atau melarang korban untuk melakukan 

pekerjaan yang layak baik di dalam maupun di luar rumah, sehingga korban 

berada di bawah otoritas pelaku.11 

Pasangan suami-istri memiliki tanggung jawab untuk memenuhi 

kebutuhan finansial rumah tangga. Untuk membangun keluarga ideal yang 

ditandai dengan kesenangan dan kesuksesan, penting untuk memastikan 

 
10  Khoiruddin Nasution, “Menghapus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Kajian 

Normatif Yuridis”, Jurnal Ilmiah Syariah Vol. 17, No. 1 (2018), hlm. 35. 
11 Dince Aisa Kodai, “Kajian Tentang Penelantaran Ekonomi sebagai Kekerasan dalam 

Rumah Tangga”, Gorontalo Law Review Vol. 1, No. 1 (2018). hlm. 93-94. 
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bahwa kebutuhan setiap anggota terpenuhi. 12  Maraknya kasus tentang 

penelantaran dalam rumah tangga menjadi fenomena tersendiri yang harus 

disorot oleh para aparat penegak hukum ataupun kita sebagai masyarakat 

yang menjalani aturan hukum itu sendiri. 

Adapun penjelasan mengenai larangan penelantaran dalam rumah 

tangga yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

yang menjelaskan bahwa :13 

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah 

tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena 

persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, 

atau pemeliharaan kepada orang tersebut.” 

 

Setiap orang yang mengalami penelantaran dalam rumah tangga 

mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam 

Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sesuai dengan UU 

No. 23/2004, Perlindungan, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 

(4), adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak seperti 

keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau 

pihak lainnya untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada korban 

KDRT. Perlindungan ini dapat diberikan baik secara sementara maupun 

berdasarkan perintah pengadilan.14 

 
12 Ibid, hlm. 98. 
13 Khairullah, Cut Elidar, Siti Sahara, “Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga 

Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol.12, 

No. 1 (2017), hlm. 152. 
14  Putri Ayu Sekar Fanny, R.B.Sularto, Umi Rozah, “Penegakan Hukum Tindak Pidana 

Pemerkosaan Dalam Status Perkawinan (Marital Rape) Ditinjau Dari Undang-Undang 23 Tahun 
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Salah satu contoh kasus penelantaran dalam rumah tangga yang akan 

diteliti yakni kasus di Pengadilan Negeri Kupang dengan Putusan Nomor : 

53/Pid.Sus/2019/PN Kpg.  Mengenai isu tindakan penelantaran tersebut, 

ada dua permasalahan yang perlu diteliti yaitu untuk mengetahui 

perlindungan hukum terhadarp korban penelantaran dalam rumah tangga 

tersebut, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam pembuktian dan 

penjatuhan hukuman pada tindakan penelantaran tersebut. 

Terdakwa dalam putusan yang diangkat pada penelitian ini dinyatakan 

secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana penelantaran 

dalam rumah tangga. Namun, majelis hakim dalam proses mengadili dan 

menjatuhkan putusan terdapat dissenting opinion. Dissenting opinion 

merupakan pendapat yang berbeda dengan apa yang diputuskan dan 

dikemukakan oleh satu atau lebih hakim yang memutus perkara.15 

Adapun contoh lain mengenai pengertian dissenting opinion yaitu, 

apabila dalam suatu perkara pidana yang dipegang lima majelis, dua hakim 

menyatakan terbukti dakwaan subsidair, satu primair, dan dua lainnya 

bebas, pendapat hakim yang menyatakan terbukti dakwaan primair 

termasuk dissenting opinion. Sebab, satu hakim menggunakan dakwaan 

berbeda. Sama halnya dalam perkara yang menggunakan dakwaan kesatu 

primair dan/atau kedua primair. Apabila dua hakim menyatakan terbukti 

 
2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Diponegoro Law Journal 

Vol. 11, No. 2 (2022), hlm. 6. 
15 Ni Luh Kadek Rai Surya Dewi, I Dewa Made Suartha, “Nilai-Nilai Positif Dan Akibat 

Hukum Dissenting Opinion dalam Peradilan Pidana Di Indonesia”, Kertha Wicara : Journal Ilmu 

Hukum Vol. 5, No. 3 (2016). hlm. 1. 
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dakwaan kesatu primair, satu hakim terbukti dakwaan kedua primair, dan 

dua hakim lainnya menyatakan bebas, maka satu hakim itu masuk 

kategori dissenting opinion.16  

Di Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental memang 

sangat asing dengan istilah dissenting opinion. Saat pertama kali lahir, 

dissenting opinion tidak mempunyai landasan yuridis formal karena praktek 

hakim yang berkembang.17 Pengaturan dissenting opinion dalam Undang- 

Nomor  48  Tahun  2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tidak didapatkan  

istilah dissenting  opinion,  namun  terdapat  istilah  pendapat  berbeda.  Hal 

ini  diatur  dalam  Pasal  14  ayat (3)  Tentang  Kekuasaan Kehakiman, 

Tegasnya  Pasal  tersebut  berbunyi: “Dalam  hal  sidang  permusyawaratan  

tidak dapat  dicapai  mufakat  bulat,  pendapat  hakim  yang  berbeda  wajib  

dimuat  dalam  putusan.”18 

Dalam putusan yang akan diteliti majelis hakim pada akhirnya 

menyatakan bahwa terdakwa tidak perlu menjalankan hukuman kecuali 

terdakwa melakukan penelantaran lagi dalam tempo percobaan selama 6 

bulan. Proses pembuktian dan mengambilan keputusan yang memunculkan 

perbedaan pendapat para majelis hakim perlu dikaji dengan kajian lebih 

lanjut sehingga penulis menilai perlu dilakukan penelitian dengan judul : 

 
16 Ibid. 
17 Hangga Prajatama, “Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebebasan Hakim 

Untuk Mencari Keadilan Di Indonesia”, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret : Jurnal 

Verstek Vol. 2, No. 1 (2014). hlm. 44. 
18 Ni Luh Kadek Rai Surya Dewi, I Dewa Made Suartha, Op.Cit., hlm. 2.  
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“PEMBUKTIAN UNSUR TINDAK PIDANA PENELANTARAN 

ORANG DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor 

53/Pid.Sus/2019/PN Kpg)”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang pembuktian diatas, rumusan masalah 

yang akan diteliti yaitu : 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penelantaran dalam 

lingkup rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004? 

2. Bagaimana pembuktian unsur tindak pidana penelantaran dalam rumah 

tangga dalam putusan nomor  53/Pid.Sus/2019/PN Kpg? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas maka 

tujuan penelitian yang dilakukan penulis yaitu : 

1. Untuk mengetahui perlindungan  hukum terhadap korban penelantaran 

dalam lingkup rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2004. 

2. Untuk menganalisis pembuktian unsur tindak pidana pada Putusan Nomor  

53/Pid.Sus/2019/PN Kpg. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritik sebagai 

bahan acuan penelitian lanjutan dari penelitian ini atau sebagai bahan untuk 

melakukan penelitian lanjutan untuk pengembangan penelitian sejenis pada 

penelitian penelantaran dalam lingkup rumah tangga. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi para penegak hukum 

khususnya hakim dalam mengadili kasus serupa agar dapat memberikan 

putusan yang memenuhi rasa adil bagi korban tindak pidana penelantaran 

dalam rumah tangga. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak meluas maka ruang lingkup 

penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap korban 

penelantaran dalam rumah tangga serta pembuktian unsur tindak pidana 

pada Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg. 

 

F. Kerangka Teori 

Kerangka teori bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai 

batasan-batasan tentang teori-teori yang digunakan sebagai landasan atau 

dasar pemikiran dalam suatu penelitian,  
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Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan beberapa teori yang 

menjadi pendukung permasalahan-permasalahan yang sudah disebutkan 

diatas yaitu : 

1. Teori Perlindungan Hukum 

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya 

melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak 

Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka 

kepentingannya tersebut. 19  Pada dasarnya perlindungan hukum dibagi 

menjadi 2 macam yaitu : 

a. Perlindungan hukum preventif 

Perlindungan hukum preventif adalah tindakan mengambil 

langkah-langkah untuk menghindari terjadinya masalah hukum. 

Upaya perlindungan hukum preventif dalam konteks ini 

difokuskan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dan 

tindak kriminal yang menyasar perempuan dan anak.20 

 Perlindungan ini tersedia di peraturan perundang undangan.  

b. Perlindungan hukum represif  

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang 

sifatnya sudah terjadi, perlindungan berupa sanksi berupa denda, 

 
19 Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.54. 
20  Anggun Lestari Suryamizon, “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan 

Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia”, Marwah: Jurnal Perempuan, 

Agama dan Jender. Vol. 1, No. 2 (2017), hlm. 120.  
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penjara serta hukuman tambahan apabila sudah terjadi suatu 

pelanggaran.21  

 

2. Teori Pembuktian  

Pembuktian merupakan tindakan atau perbuatan untuk membuktikan 

kebenaran  atas suatu peristiwa yang telah terjadi.22 R. Subekti berpendapat 

bahwa pembuktian adalah suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang 

kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu 

persengketaan.23 Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa R.Subekti 

menempatkan urgensi pembuktian adalah untuk memperoleh   keyakinan 

dan dengan keyakinan tersebut bertujuan untuk memperkuat  kebenaran 

dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok permasalahan, sehingga 

dengan terpenuhinya keyakinan tersebut hakim akan memperoleh dasar 

kepastian untuk menjatuhkan keputusan atau vonis.24 

Conviction Intime atau lebih dikenal dengan sebutan teori pembuktian 

yang berdasarkan pada keyakinan hakim secara umum lebih banyak 

memberikan kebebasan kepada hakim atau penegak hukum agar dapat 

menjatuhkan suatu perkara putusan berdasarkan pada keyakinan hakim, hal 

ini berarti apabila dalam pertimbangan putusan hakim dianggap telah 

terbukti akan adanya suatu perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh 

 
21  Muchsin, “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”, Tesis 

Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm 14.  
22  Sahata Manalu “Tinjauan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap 

Anak”, Fiat Iustitia : Jurnal Hukum. Vol. 2, No. 1 (2021), hlm 84. 
23 R. Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, hlm.1. 
24 Sahata Manalu, Op.Cit., hlm. 84. 
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subjek hukum atau terdakwa yang dibuktikan berdasarkan keyakinan hati 

seorang hakim, dan terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah maka 

putusan yang dikeluarkan pun hasilnya akan sama dan tidak dapat diganggu 

gugat. Maksud daripada keyakinan hakim dalam teori pembuktian adalah 

menentukan serta mengabaikan segala hal yang dianggap dan sekiranya 

tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengaan keyakinan hakim tersebut. 

Teori pembuktian juga dikenal sebagai kepercayaan pada waktu. Teori 

pembuktian didasarkan atas keyakinan hati nuraninya sendiri bahwa 

terdakwalah yang melakukan tindak pidana yang didakwakan. Sistem 

pembuktian memungkinkan hukuman tanpa mengandalkan bukti hukum. 

Sistem pembuktian telah diadopsi oleh juri pengadilan Prancis. Sistem 

pembuktian memberikan terlalu banyak kebebasan kepada hakim sehingga 

sulit untuk dipantau. Selain itu, sulit bagi terdakwa atau pengacaranya untuk 

membela diri. Pada dasarnya, sistem hukum pembuktian memungkinkan 

hakim untuk menghukum terdakwa hanya jika alat bukti dibatasi oleh 

undang-undang dan juga didukung oleh keyakinan hakim akan adanya alat 

bukti tersebut.25  

Pasal  183  KUHAP  menentukan,  Hakim tidak   boleh   menjatuhkan   

pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat 

 
25  Afrillia Bella Novita, Alvina Damayanti Riyanto, A Frada Ali H Al Ghifari, “Teori 

Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional”, Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin. Vol. 1, No. 5 

(2023), hlm. 176. 
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bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-

benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.26 

 

3. Teori Pertimbangan Hakim 

Putusan hakim merupakan puncak dengan tingkat tertinggi dari suatu 

perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan 

keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:27 

1. Keputusan terkait peristiwa, apakah terdakwa melakukan tindakan 

yang telah dituduhkan kepadanya;  

2. Keputusan terkait hukum, apakah tindakan terdakwa termasuk 

tindak pidana, serta apakah terdakwa bersalah dan bisa di pidana; 

3. Keputsan terkait pidana, apabila terdakwa dapat di pidana.  

 

Sudarto berpendapat bahwa putusan hakim dalam perkara pidana harus 

mempertimbangkan faktor-faktor di luar komponen hukum. Artinya, 

putusan hakim harus sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip sosiologis, 

filosofis, dan hukum:28 

1. Pertimbangan yuridis 

Pertimbangan yuridis mengacu pada proses di mana hakim 

membuat keputusan berdasarkan ketentuan khusus yang diuraikan 

 
26  Richad Lokas, “Barang Bukti Dan Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana”, Lex et Societati. Vol 3, No. 9 (2015), hlm. 124. 
27 Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Semarang: Pusat Studi Hukum dan Masyarakat 

Universitas Diponegoro, hlm. 74. 
28 Sudarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, hlm.67.  
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dalam undang-undang formal. Secara hukum, pengadilan dilarang 

menjatuhkan hukuman kecuali ada minimal dua alat bukti yang sah, 

yang harus meyakinkan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-

benar terjadi dan pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya 

(sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 183 KUHAP). Alat bukti 

yang sah meliputi: (a) keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c) 

surat; (d) petunjuk; (e) keterangan terdakwa atau keadaan yang 

sudah diketahui umum dan tidak memerlukan pembuktian 

(sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 184). Selain itu, juga 

ditentukan bahwa perbuatan terdakwa melanggar aturan hukum 

yang telah ditetapkan dan memenuhi kriteria tindak pidana yang 

dilakukan.  

2. Pertimbangan filosofis 

Pertimbangan filosofis mengacu pada keyakinan hakim bahwa 

hukuman yang diberikan kepada terdakwa bertujuan untuk 

memperbaiki perilaku terdakwa melalui prosedur pemidanaan. 

Konsep hukuman bertujuan untuk merehabilitasi pelaku tindak 

pidana, memastikan bahwa setelah keluar dari lembaga 

pemasyarakatan, mereka dapat memperbaiki diri dan tidak 

melakukan tindak pidana lagi di kemudian hari.  

3. Pertimbangan sosiologis 

Pertimbangan sosiologis mengacu pada praktik hakim yang 

mempertimbangkan latar belakang sosial pelaku ketika menentukan 



  15 

 

 

hukuman yang sesuai. Pendekatan ini juga menganalisis manfaat 

potensial yang mungkin ditimbulkan oleh hukuman yang 

diberlakukan terhadap masyarakat. 

 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu proses atau cara yang dipilih secara 

spesifik untuk menyelesaikan masalah yang diajukan dalam sebuah riset.29 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum yuridis 

normatif. Pendekatan ini bertumpu pada analisis terhadap sumber-sumber 

hukum primer, seperti ide, konsepsi, asas-asas hukum, dan peraturan 

perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Strategi ini juga 

sering disebut sebagai pendekatan kepustakaan, yaitu dengan menelaah 

buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan lain yang 

relevan yang berkaitan dengan topik penelitian.  

2. Jenis Pendekatan 

Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Pendekatan Perundang-Undangan  (Statue Approach)  

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Pendekatan perundang-undangan 

dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang 

 
29  Dini Silvi Purnia, Tuti Alawiyah. 2020, Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas 

Akhir Edisi Pertama Cetakan Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 21. 
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bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. 30 

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan 

legislasi dan regulasi. Hasil telaah tersebut merupakan suatu pendapat yang 

akan digunakan untuk memecahkan permasalahan yang diteliti 

b. Pendekatan Kasus (case approach)  

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-

kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.31 

3. Sumber dan Bahan Hukum 

Penelitian biasanya membedakan antara data primer yang dikumpulkan 

langsung dari masyarakat dan data sekunder yang berasal dari bahan 

pustaka. Data primer, yang juga dikenal sebagai data dasar, mengacu pada 

informasi yang dikumpulkan langsung dari masyarakat. Di sisi lain, data 

sekunder mengacu pada informasi yang diperoleh dari sumber-sumber 

perpustakaan.32 

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan penelitian ini 

yaitu : 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer memiliki otoritas. Sumber hukum primer 

meliputi perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah 

 
30 Peter Mahmud Marzuki, 2015, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Bandung: Kharisma 

Putrautama, 2015, hlm.133. 
31 Ibid, hlm.134. 
32 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014,  Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: 

Rajawali Pers, hlm. 12. 
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dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, serta 

keputusan-keputusan pengadilan yang dibuat oleh para hakim.33 

Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari : 

1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab 

Undang- undang Hukum Pidana; 

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 

1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3019); 

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4419); 

4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 

2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan 

Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4604); 

5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban. (Lembaran Negara 

 
33

 Ibid, hlm. 54. 
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Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635); 

6) Kitah Undang-Undang Hukum Pidana; 

7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.  

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku atau tulisan tulisan 

ilmiah yang terkait dengan obyek penelitian ini.34 Bahan hukum 

sekunder yang digunakan dalam penulisan tesis ini meliputi 

literatur hukum dan hasil penelitian ilmiah, seperti jurnal ilmiah, 

makalah, dan sumber-sumber lain yang relevan yang berkaitan 

dengan penelantaran rumah tangga.  

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang memberikan 

penjelasan atau penafsiran terhadap bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan 

referensi sejenis.35 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam melakukan pengumpulan data maka penulis menggunakan 

teknik studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan kegiatan 

penelusuran kepustakaan untuk mengetahui lebih detail dan memberikan 

kerangka berfikir, khususnya referensi relevan yang berasal dari teori-teori 

 
34 Zainuddin Ali,  2010, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 106. 
35 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit., hlm. 63. 
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tanpa memperdulikan apakah penelitian yang di lakukan menggunakan data 

primer atau sekunder.36 

5. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif. Sejalan 

dengan hal tersebut, bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara 

kualitatif. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menarik kesimpulan yang 

berlaku umum (generalisasi), dengan demikian uraian yang diperoleh dari 

hasil penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.  

Analisis data deskriptif kualitatif dilakukan untuk memperoleh 

gambaran ringkas mengenai suatu masalah dengan menelaah peraturan 

perundang-undangan yang relevan, kemudian dianalisis secara logis dan 

sistematis.37 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penarikan           

kesimpulan secara deduktif yang mana cara berpikir dalam penarikan 

kesimpulan ditarik dari suatu hal yang bersifat umum (yang sudah 

dibuktikan kebenarannya) dan kesimpulan ini ditunjukkan untuk sesuatu 

yang bersifat khusus.38 

 

 
36 P.Joko Subagyo, 2004, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, Jakarta: Rieneka 

Cipta, hlm 109. 
37  Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit., hlm. 162. 
38 Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, 2002, Metodologi Penelitian Hukum, Bandung: 

Mandar Maju, hlm. 23. 
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H. Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, Adapun 

sistematika dalam penulisan penelitian ini yaitu : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang menguraikan materi yang 

berkaitan dengan masalah yang di teliti meliputi, tinjauan umum 

tindak pidana, , tinjauan umum tentang KDRT, tinjauan umum 

tentang penelantaran dalam lingkup rumah tangga 

BAB III : PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang jawaban dari terkait permasalahan 

pembuktian unsur tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga 

serta perlindungan hukum terhadap korban penelantaran dalam 

rumah tangga. 

  BAB IV : PENUTUP 

Bab berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis 

terkait dari pembahasan permasalahan dalam skripsi yang ditulis. 

Kesimpulan adalah inti pembahasan skripsi ini, dan saran merupaka 
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